Salinan j

BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT

Menimbang :

Mengingat

p—
.

TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS BARAT,

bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan
APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana
dimaksud pada huruf a merupakan perwujudan dari
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021
yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran APBD
serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati
bersama antara Pemerintah Kabupaten Nias Barat dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu menctapkan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran
2021;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang Undang Nomor 46 Tahun 2008 t(cntang

Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Wilayah Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4930);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Daniihlily Tandananina Narmar EEQ7) aahacairmana lah diubah

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemecrintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
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110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor S5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

A aaTs

Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indoncsi
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 210);

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi
Khusus di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
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Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Discase 2019
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indoncsia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Dacrah ‘Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor
188.44 /677 |KPTS/2020  tentang  Kvaluasi  Rancangan
Peraturan Dacrah Kabupaten Nias Barat tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2021 dan
Rancangan Peraturan Bupati Nias Barat tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran
2021;

Peraturan Dacrah Kabupaten Nias Barat Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pajak Daecrah (Lembaran Dacrah Kabupaten
Nias Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Dacrah Kabupaten Nias Barat
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daecrah Kabupaten Nias Barat
Tahun 2019 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Nias Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2019
Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
{abupatcn Nias Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor S5 Tahun
2011 tentang Retribusi Izin Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 5);
Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 15 Tahun
2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2012
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias
Barat Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun
2016 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 10 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
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Nins Barat Tohun 2016 Nomor 10, Tn
Daerah Kabupaten Nins Barat Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersnmn

mbahon Lembaran

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATIEN NIAS BARAT

Menetapkan:

dan

BUPATI NIAS BARAT

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS DBARAT TAIUN

ANGGARAN 2021.

Pasal |

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecrah Kabupaten Nias Barat Tahun
Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp.
2. Belanja Daerah Rp.
3. Pembiayaan Rp.

Pasal 2

631.323.682.034,-
668.735.559,.3908,

37.411.877.364,-

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri

17.942.258.648, -
595.802,023.386,-
17.579.400.000, -

dari:

a. Pendapatan Asli Daerah Rp.

b. Pendapatan Transfer Rp.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Dacrah yang Sah Rp.
Jumlah Pendapatan Rp.

Pasal 3

631.323.682.034,-

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal | angka 2 terdiri dari ¢
a. Belanja Operasional

1. Belanja Pegawai Rp.
2. Belanja Barang dan Jasa Rp.
3. Belanja Hibah Rp.
4, Belanja Bantuan Sosial Rp.
Jumlah Belanja Operasional Rp
b. Belanja Modal
1. Belanja Modal Tanah Rp.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.
3. Belanja Modal Bangunan dan Gedung Rp.
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp.
5. Belanja Modal Aset Tetap lainnya Rp.
Jumlah Belanja Modal Rp.
c. Belanja Tidak Terduga Rp.
d. Belanja Transler Rp.
Tow Belanja Daerah Rp.
Surplus/(Defisit) (Rp.

2006.335.831.528,-
175.955.106,616,
1.100.974.015,-

9 (BES-HJL)A(),()()I_

392,397 .872.159,-

300.000.000,-
24,256,445 090, -
9.550,9306.975,-
T1411,227.207,-
_H,053,552.200,-
111.172.1061.562,
5.000.000.000,
100, 1065.525.677,-

OB 7IH.HOV,JUY, -
37.411.877.304,-)
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Pasal 4

Pembiavaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri
dari:

a. Penerimaan Rp. 38.411.877.364,-
b. Pengeluaran Rp.  1.000.000.000,
c¢. Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 37.41 1.877.364,-
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenan Rp. 0,-
Pasal 5
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam
peraturan daerah ini, yang sclanjutnya dimasukkan dalam Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat
Tahun Anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih
dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat
Tahun Anggaran 2021, dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat selanjutnya disampaikan
dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian

luar biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belania daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau
masyarakat.

Pasal 6
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran | Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan
jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi,

3. Lampiran Il  Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi SKPD, Program, Kegiatan beserta Hasil
dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
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5 Lampiran V Rekapitulasi - Belanjn Daerah untuk  Keselarasan  dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Fungsi
dnlam Kerangkn Pengelolann Keuangan Daerah;

0. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan 8PM;

. Lampiran VII  Sinkronisasi Program RPJMD dengan Rancangan APBD;

8. Lampiran VIIL - Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;

9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program
Prioritas Daerah;

10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

12. Lampiran XII  Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Inventasi Daerah
Lainnya;

13. Lampiran XIIl Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;

14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multy years);

15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

16. Lampiran XVl Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Dacrah ini dengan pcnempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias
Barat.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 12 Januari 2021

BUPATI NIAS BARAT,
ttd.

FADUHUSI DAELY
Diundangkan di Lahomi

pada tanggal 12 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,
ttd.

FAKHILI GULO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2021 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (1-6/2021).

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,

HEDWIG SAMITRO GULO, SH., MM
PENATA

NIP. 19900512 201403 1 001
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